
PELAKSANAAN ANGGARAN 

PERJADIN LUAR NEGERI

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN



DASAR HUKUM

2
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Tahun Anggaran 2023
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Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk
wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan dinas/negara.

Perjalanan Dinas dalam rangka
melaksanakan tugas dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju
dan kembali ke tempat kedudukan
semula berdasarkan surat tugas
Perjalanan Dinas Jabatan.

Jenis Perjadin LN

PerjadinJabatan

Perjalanan Dinas dalam rangka
pindah tugas dari tempat kedudukan
yang lama ke tempat kedudukan
yang baru berdasarkan surat
keputusan pindah

PerjadinPindah
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Selektif

Perjadin dilaksanakan secara
selektif yang mendukung tusi dan
memilikiprioritasyangtinggi

Efisiensi& 
Efektivitas

Perjadin dilaksanakan dengan
mempertimbangkan efisiensi
danefektivitaskegiatan.

Perjadin dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan
anggaran yang tersedia dan
mendukungpencapaiankinerja.

Akuntabilitas

Perjadin dilaksanakan dengan
didasarkan pada perintah
perjalanan serta pembebanan
biaya sebagai bagian dari
pertanggungjawaban.

Pelaksanaan perjadin LN harus
memperhatikan jumlah orang dan
jumlah hari sesuai dengan kebutuhan
serta menggunakan moda transportasi
yangekonomis.

Pelaksanaan perjadin LN harus
memperhatikan urgensi kegiatannya
dansejalandengantusi.

Pelaksanaan perjadin LN harus dapat
dipertanggungjawabkan dari sisi keuangan
maupundarisisikinerja.

Pelaksanaan perjadin LN harus
memperhatikan jumlah orang dan jumlah
hari serta mengahsilkan output yang telah
ditetapkan.
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PelaksanaPerjadin

Pejabat Negara

Pegawai Negeri

Pejabat Lainnya

Pihak Lain

1.CPNS     3. TNI
2.PNS        4. POLRI

Pihak Lain :
Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, PNS, PPPK,
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat
Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk
keluarga yang sah dan pengikut .

Pejabat Negara tidak termasuk Presiden dan Wakil
Presiden

Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat berdasarkan
Undang- Undang selain Pejabat Negara.

Dalam hal pelaksana SPD dalam lingkup

kementerian negara/ lembaga mengikuti

kegiatan/ menghadiri acara yang mensyaratkan

mengikutsertakan istri/ suami, dapat didampingi

oleh istri/ suami sebagai Pihak Lain.
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Casablanca

New York

Sydney

Tokyo

AMSTERDAM

Perjadin
Jabatan

1 Dari DN keLN  Kembali keDN

Dari LN keDN  Kembali keLN

Dari LN keLN  Kembali keLN

Dari LN keDN  dilanjutkanke
LN Kembali keLN

2

3

4 1

2

3

4

Jakarta

Tokyo Jakarta Tokyo

Tokyo Jakarta TokyoAMSTERDAM
Untuk pelaksanaan perjadin di dalam negeri 
mengikuti ketentuan Perjadin Dalam Negeri
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Dilaksanakan Sesuai dengan ST 
dari Menteri/Pimpinan Lembaga 
atau ST dari atasan langsung untuk 
pihak lain

Kewenangan penerbitan ST 
dapat didelegasikan

ST minimal memuat:
1. Pemberi Tugas
2. Pelaksana Tugas
3. Uraian Tugas
4. Sumber Pembiayaan
5. Waktu Perjalanan yang diperlukan utk 

tugas (PP)
6. Waktu yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugas
7. Tempat tugas
8. Target kinerja/hasil yg akan dicapai
9. Kewajiban menyampaikan laporan 

kepada pejabat penerbit ST

ST, Surat persetujuan dari Presiden/pejabat yg ditunjuk, paspor, dan exit permit/izin berangkat ke luar 
negeri menjadi dasar  penerbitan SPD. Bagi pelaksana perjadin dr pihak lain, tidak perlu exit permit
(sesuai PMK 227/PMK.05/2016).

Perjadin
Jabatan
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SURAT TUGAS

Pelaksana
Perjadin

Atas 
Beban 
KL - A

Pelaksana SPD  
KL - A

Pelaksana SPD 
di luar KL - A

Menteri/Pimpinan Lembaga KL – A atau
pejabat yg ditunjuk (atasan pelaksana perjadin)

Pelaksana SPD KL – B
Menteri/Pimpinan Lembaga KL – B atau pejabat

yg ditunjuk (atasan pelaksana perjadin)

Gubernur/Wakil 
Gubernur, Bupati/Wakil 
Bupati/Walikota/Wakil 

Walikota

Menteri Dalam Negeri atau pejabat yg ditunjuk

Pihak Lain

Pelaksana SPD KL – A

Jika pihak lain memiliki atasan maka ST 
diterbitkan oleh atasannya.  

Jika pihak lain tidak memiliki atasa : 
Menteri/Pimpinan Lembaga KL – A atau

pejabat yg ditunjuk (atasan pelaksana perjadin)

Ijin melakukan perjalanan ke luar negeri
oleh Presiden atau pejabat yang
ditunjuk

Surat Perjalanan Dinas Luar Negeri oleh
PPK

Penerbitan paspor dan exit permit oleh
Menlu atau pejabat yg ditunjuk (untuk
pihak lain tidak memerlukan exit
permit)

1 2 3
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Perjadin
Jabatan

Uang Harian

Uang Makan, 
penginapan, 
transport lokal
dan uang saku

Representasi

Biaya
Transportasi

Tiketperjalanan
dan biayalainnya
yang melekat

BiayaAsuransi
Perjalanan

Asuransi
perjalanandan 
asuransi
kesehatan

Hanyadiberikan
kepadaKetua
Misi/ Delegasi
Resmi

1. Uang harian diberikan lumpsum sesuai dengan standar
biayadanjumlahhariperjadin

2. Uang harian selama di dalam negeri mengikuti
ketentuanperjadinDN

3. Uang harian waktu perjalanan paling tinggi 40% dari
tarifuangharian

Uang representasi diberikan dan dikuasakan
kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua
Misi/Delegasi Republik Indonesia, yang
ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan
perundangundangan untuk kepentingan
kelancaran tugas Misi / Delegasi

1. Yang berhak mendapat fasilitas pesawat kelas
Business hanya golongan Perjalanan Dinas A
dan B

2. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri
menggunakan metode at cost

3. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi

1. Biaya asuransi perjalalnan yang menanggung
biaya kesehatan selama melaksanakan tugas.

2. biaya asuransi perjalanan yang menanggung
biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda
Transportasi dan biaya kesehatan selama
melaksanakan tugas

Biaya perjadin
dibayarkan

sebelum
pelaksanaan

perjadin
(paling cepat 5 hari

kerja untuk
perjadin Jabatan)

Uanghariandiberikan 100%:
1. Diperlukanpenginapansaat transit

yg tidak ditanggung moda
transportasi;

2. Diperlukan penginapan saat tiba di
tempat tujuan diLN

1. tidak memiliki asuransi
Kesehatan

2. Sesuaijangkawaktu perjadin
3. Klasifikasi asuransi sesuai golongan

perjadin jabatan.

(Lumpsum)

(At Cost)

(At Cost)

(At Cost)
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No Pelaksana SPD
Golongan
Perjadin PesawatUdara *)

Angkutan  
Darat/Air **)

1

a. KetuadanWakilKetua LembagaTinggi Negara
A First/Eksekutif Business

b. Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat
Eselon1dan lainnya yg setara A Business Business

2 Dubes, PNS gol. IV/ckeatas, pejabat Es.2 B Business Business

3 PNS gol III/csampaigol IV/b C Published/ 
Ekonomi)

Business

4 PNS selainyang dimaksudgol B danC D Published/  
Ekonomi )

Business

Keterangan: *) :Moda transportasi pesawat udara diberikandalambatastertinggi.
* * )   :Moda transportasi angkutan darat dan airdalambatasterendah.

Ketentuan“Apabilamelebihi8 jampenerbangantidak termasuk transit) dapat menggunakankelasbusiness” sebagaimana
diatur pada lampiran V PMK 164/PMK.05/2015 dihapuskan
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Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan,
dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana
SPD menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau

b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
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Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapat
diberikan tambahan uang harian.

Tambahan
Uang Harian

Kondisi

Hambatan transportasi

Kebijakan pimpinan yang 
mengakibatkan 
tertundanya/ gagalnya 
kepulangan dari tempat 
tujuan Perjalanan Dinas 
Jabatan

Keadaan kahar yang 
terjadi di luar negeri

Dibayarkan 30%, dalam hal biaya
penginapan dan/atau makan
ditanggung oleh penyedia Moda
Transportasi

Dibayarkan 100%, dalam hal
biaya penginapan dan/atau
makan tidak ditanggung oleh
penyedia Moda Transportasi

Dibayarkan 100%

Dibayarkan 100%

Surat Keterangan dari
Perwakilan/maskapai
/bukti-bukti pendukung
lainnya

PPK melakukan perubahan 
jumlah hari dalam SPD

PPK
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Apabila pelaksana SPD perjadin jabatan jatuh sakit dan perlu
dirawat di RS, pembiayaan perawatan dapat ditanggung
negara dan dibebankan ke KL berkenaan dengan ketentuan:

1. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalan/luar
negeri.

2. Masa pertanggungan asuransi telah berakhir.
3. Masa pertanggungan asuransi belum berakhir, namun asuransi tidak menanggung sebagian

atau seluruh biaya perawatan rumah sakit.

Pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada
anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan yang diberikan kepada Pelaksana SPD
paling lama 2 (dua) bulan
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Paling cepat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan perjadin

Dilakukan dengan mekanisme LS ke pelaksana SPD
atau bendahara pengeluaran

Dalam hal tidak bisa LS, dilakukan dengan UP
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Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan

Biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dapat
dibebankan pada DIPA meliputi:
1. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak

dapat dikembalikan /refund atau biaya pembatalan tiket
transportasi

2. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat
dikembalikan /refund atau biaya pembatalan penginapan

3. Biaya aplikasi visa
4. Biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan

Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima

Biaya pembatalan Perjalanan Dinas Pindah yang dapat
dibebankan pada DIPAmeliputi:
1. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak

dapat dikembalikan /refund atau biaya pembatalan tiket
transportasi

2. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat
dikembalikan /refund atau biaya pembatalan penginapan

3. Biaya barang pindahan
4. Biaya aplikasi visa
5. Biaya lainnya sepanjang dipersyaratkan di negara

penerima

Dokumen yang diperlukan dalam rangka pembebanan
Perjalanan Dinas Jabatan

1. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari
pejabat yang menerbitkan Surat Tugas (dalam hal Perjalanan Dinas
Jabatan atas dasar undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan
Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dilampiri dengan surat
undangan atau surat pemberitahuan pembatalan dari pihak
pengundang)

2. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas
Jabatan yang ditandatangani oleh PPK,dan

3. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan
oleh PPK

1. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Pindah dari
pejabat yang menerbitkan surat keputusan pindah atau pejabat
yang ditunjuk

2. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas
Pindah yang ditandatangani oleh PPK, dan

3. Pernyataan tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan
oleh PPK

Dokumen yang diperlukan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan Perjalanan Dinas Pindah :
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1. SPD
2. Surat Pernyataan dari Pelaksana SPD
3. Kuitansi/bukti penerimaan uang harian
4. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas:

a. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran Moda Transportasi
lainnya; dan

b. boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
5. Kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan;
6. Daftar Pengeluaran Riil, yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan PPK dalam hal bukti

pengeluaran biaya transportasi tidak diperoleh;
7. Kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi
8. Kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan. 

Untuk pertanggungjawaban perjadin LN tidak diperlukan tanda tangan dari instansi di tempat tujuan dan digantikan dengan surat pernyataan telah
melaksanakantugasdaripelaksanaperjadin.
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Pelaksana SPD mengirimkan atau menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sbb:

Dokumen disampaikan kepada pemberi tugas paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Dokumen disampaikan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
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Kelebihan Biaya Perjadin:

Pelaksana SPD menyetorkan kelebihan
dengan ketentuan:
1. Untuk perjadin LS, disetorkan ke Kas 

Negara melalui PPK:
• Menggunakan SSPB untuk TA 

berjalan
• Menggunakan SSBP untuk TAYL

2. Untuk perjadin UP, disetorkan ke
Bendahara Pengeluaran

Kekurangan Biaya Perjadin:

• Pelaksana SPD dapat mengajukan
permintaan kekurangan biaya
perjadin kepada PPK

• Pembayaran kekurangan dapat
dilakukan dengan LS maupun UP



TERIMA KASIH


